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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa:
harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan bidang
pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan hutan konservasi
yaitu, dengan tidak lagi menggunakan istilah pertambangan melainkan
menjadi pemanfaatan panas bumi dan kegiatan pemanfaatan panas bumi dapat
dilakukan di dalam kawasan hutan konservasi. Diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 108 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Kawasan Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pengaturan tentang pemanfaatan
sumber daya alam panas bumi di kawasan konservasi menjadi lengkap.
Sehingga pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan di semua kawasan hutan
kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman
nasional. Hakekat dari pemanfaatan panas bumi tetaplah kegiatan
pertambangan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam panas bumi juga
harus melihat perkembangan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya
mementingkan perkembangan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan dan

mempertimbangkan keberadaan hutan konservasi terutama fungsi dari hutan
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konservasi yang merupakan tempat bagi pengawetan keanekaragaaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang diberikan
adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar lebih cermat dalam
menyusun dan membuat rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, dan lebih memperhatikan setiap pasalnya agar tidak
terjadi mutli tafsir antar pasal-pasal yang terdapat di dalamnya seperti
yang terdapat dalam pasal mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan
khususnya kawasan hutan konservasi.

2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral khususnya Direktorat Jendral
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, agar lebih cermat dalam
menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pemanfaatan sumber daya alam khususnya panas bumi di kawasan hutan
konservasi dan juga perlu melihat peraturan-peraturan terkait sebelumnya
baik vertikal maupun horizontal agar lebih harmonis dan aturan yang

diterbitkan tidak saling berbenturan dan dapat dilaksanakan.
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